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ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of E-commerce User Taxpayer
Compliance on Online Shopping Entrepreneurs operating at OLX.co.id. The number of samples
is 50 Online Shopping entrepreneurs, all of whom are respondents included in this study. This
research was conducted using primary data with questionnaires. The data analysis technique
used in this study is Multiple Linear Regression, which is operated through the SPSS program
version 22.. Hypothesis testing with t test shows that the variable of taxpayer awareness does
not have a significant effect on taxpayer compliance. While Understanding of Taxation
Regulations, and the Level of Trust of Taxpayers in the Government System has a significant
effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: Awareness of Taxpayers, Understanding of Taxation Regulations, Level of Trust of
Taxpayers in Government Systems, Compliance of E-Commerce User Taxpayers

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengguna E-commerce Perusahaan Online Shopping yang beroperasi di OLX.co.id. Jumlah
sampel adalah 60 pengusaha Online Shopping, yang menjadi responden dalam penelitian ini.
Penelitian ini dilakukan menggunakan data primer dengan kuesioner. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda, yang dioperasikan melalui
program SPSS versi 22. Uji hipotesis dengan uji t menunjukkan bahwa variabel Kesadaran
Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan
Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak pada Sistem
Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tingkat
Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan, Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-
Commerce.

PENDAHULUAN

Kini dunia telah memasuki era digital. Pola aktivitas masyarakat berubah di
berbagai hal. Untuk membeli buku pun tak perlu ke toko buku, cukup mengunduh
aplikasi di smartphone berbelanja apa saja kini semuanya bisa dilakukan dalam
genggaman. Sistem perdagangan ini telah merubah wajah bisnis di Indonesia, hal inilah
yang memunculkan bentuk lain dari transaksi konvensional ke dalam bentuk transaksi
digital, yang disebut dengan e-commerce. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan
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teknologi informasi, e-commerce lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
yang serba cepat, mudah, dan praktis. Melalui internet, masyarakat memiliki ruang
gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang atau jasa) yang akan
dipergunakan, tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang
diinginkan (H. F. P. Lubis, 2018).

Menurut Data Direktorat Jendral Pajak realisasi penerimaan pajak tahun 2018
untuk Kanwil DJP Jawa Barat Il mencapai Rp 37,5 triliun dari yang di targetkan Rp
40,5 triliun atau setara 92,5 %. Penerimaan tersebut senilai Rp 12,7 triliun berasal dari
sektor industri. Untuk sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 11,1 triliun,
pedagang besar dan eceran kendaraan bermotor sebesar Rp 3,5 triliun, dan konstruksi
sebesar Rp 2,2 triliun. Masih kurang nya penerimaan pajak sebesar 7,5 % untuk
mecapai angka 100%, maka dari itu dengan adanya peraturan pemerintah mengenai
kebijakan pemungutan pajak untuk pelaku usaha e-commerce, diharapkan dapat
menyempurnakan realisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Barat 1l khususnya
wilayah Kota Bekasi (Ayo Media Network, 2019).

Direktorat Jendral Pajak juga menyampaikan bahwa pasar e-commerce
berkembang pesat di Indonesia namun baru segelintir pelaku usaha e-commerce yang
sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut data yang diperoleh dari
Direktorat Jendral Pajak ada 1.600 sampling pelaku usaha e-commerce dilakukan
pendataan, namun hanya 1.000 pelaku usaha e-commerce yang sudah teridentifikasi
sisanya 600 pelaku usaha e-commerce belum teridentifikasi. Dari 1000 pelaku usaha e-
commerce hanya 620 pelaku usaha e-commerce yang sudah memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP). Dari yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
itu sebagian besar sudah melaporkan tapi tidak diketahui dilaporkannya itu sudah sesuai
fakta yang terjadi pada saat bertransaksi. Dengan demikian, dapat terlihat kepatuhan
wajib pajak pelaku usaha e-commerce di indonesia masih sangat rendah (Sari, 2018).

Masalah yang harus dituntaskan dari sektor ini adalah kekurangpatuhan wajib
pajak yang diakibatkan oleh rendahnya kemauan membayar pajak. Untuk pelaku usaha
e-commerce kategori remaja, biasanya kesadaran serta pemahaman pajaknya masih
rendah, sehingga mereka kurang memperhatikan aspek perpajakan dari transaksi online.
Bagi mereka, menjual barang melalui media elektronik hanya pekerjaan sampingan
tidak perlu dikenakan pajak (Puspawati, 2016).

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha e-
commerce, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana mewajibkan
pengusaha online shopping untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini
akan dilakukan berangsur-angsur mulai dari tahun 2018. Regulasi ini merupakan bagian
dari upaya untuk meningkatkan pendapatan serta meningkatkan kepatuhan dalam
industri e-commerce yang tumbuh cepat (Klikpajak.id, 2018).

Menurut Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, ada
beberapa perusahaan e-commerce yang akan meminta penjual untuk menunjukkan
nomor identifikasi NPWP sebagai syarat untuk beroperasi di platform mereka dan
Platform e-commerce ini kemudian akan menyerahkan laporan transaksi bulanan
kepada Pemerintah. Kerjasama dengan platform e-commerce tersebut dilakukan oleh
Pemerintah sebagai sosialisasi kewajiban memiliki NPWP bagi para pelaku UMKM
yang berjualan secara online. Tahap berikutnya, barulah melakukan peningkatan
terhadap kepatuhan. Tahap ini nantinya akan dilakukan secara hati-hati karena
banyaknya penjual online sehingga sedikit mengalami kesulitan dalam melacak
(Klikpajak.id, 2018).
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Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Adapun
ukuran yang umum digunakan untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang
peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan.

Kesadaran merupakan unsur manusia dalam memahami realitas dan bagaimana
cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak
dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak (Astina dan Setiawan, 2018). Hal ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Listiyowati, dkk (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan hasil
berbeda didapat oleh Primasari (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar
pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka perlu adanya peningkatan
pemahaman seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan wajib pajak
diharapkan dapat menyadari bahwa peran pajak sangat penting dan digunakan untuk
membiayai pengeluaran umum pemerintah untuk pencapaian tujuan pembangunan yang
dapat memberikan kesejahteraan rakyat (Astina dan Setiawan, 2018). Menurut
penelitian Wijayanti dan Sasongko (2017) menunjukan hasil pemahaman perpajakan
akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan hasil berbeda
didapat Arisandy (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan
berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan berarti sejauh mana
masyarakat mempercayai kinerja sistem pemerintahan yang ada dan bagaimana hukum
yang ada dinegara tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Jika wajib pajak yakin
bahwa negara beserta sistem pemerintahan dan hukum bisa dipercaya, maka tingkat
kepercayaan wajib pajak juga akan meningkat, begitu pula kepatuhan wajib pajak.
Sehingga perlu adanya hubungan baik antara pemerintahan dan wajib pajak (Swandani,
2016). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Swandani (2016) yang
menyatakan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan
berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan hasil berbeda
didapat oleh Wijayanti dan Sasongko (2017) yang menyatakan bahwa tingkat
kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pemerintahan berpengaruh tidak signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Objek penelitian yang diambil adalah pada pengusaha Online Shopping di Kota
Bekasi dikarenakan meningkatnya perkembangan bisnis e-commerce, maka dari itu
menarik untuk meneliti sejauh mana para pelaku bisnis online shopping ini memahami
tentang kegiatan bisnis yang mereka lakukan, dan juga pemahaman dalam membayar
pajaknya sebagai kepatuhan wajib pajak atas kegiatan transaksi bisnis online shopping.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu,
maka penelitian ini menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel
dependen. Kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan
tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan sebagai variabel independen.
Penelitian ini yang dilakukan berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka untuk mencegah
terjadinya kerancuan dalam pembahasan, perlu suatu perumusan sebagai berikut:
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1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib, pajak orang
pribadi pengguna e-commerce?

2. Apakah pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi pengguna e-commerce?

3. Apakah tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna e-commerce?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi pengguna e-commerce.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna e-commerce.

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem
pemerintahan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna e-commerce.

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Hedier (1958) dalam Suartana, (2010) menyatakan bahwa teori atribusi
mempelajari proses bagaimana seseorang menginterprestasikan suatu peristiwa dan
mempelajari bagaimana sesorang menginterprestasikan alasan atau sebab perilakunya.
Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang,
mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau
eksternal.

Alasan pemilihan teori ini adalah kepatuhan wajib pajak akan kewajiban
perpajakan terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak
itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat
dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori
atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut (Primasari, 2016).

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh Azjen pada tahun 1988. Teori
ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang
sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia (Prakoso dkk., 2019).
Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan
oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.

Theory of Planned Behavior ini relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Motivasi dari dalam diri
wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya kepercayaan pada aparat fiskus untuk
menambah pemahaman serta kesadaran wajib pajak.

Pajak Transaksi E-Commerce

Menurut David Baum (1999) E-Commerce sebagai salah satu set teknologi,
aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis yang menghubungkan perusahaan, konsumen,
dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik serta perdagangan barang,
pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Pada dasarnya transaksi e-
commerce berbeda dengan transaksi toko konvensional (Vidyana dan Amachi, 2014).
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Ada 5 (lima) prinsip perpajakan yang menjadi penilaian untuk regulasi
transaksi e-commerce menurut Westberg (2002) dalam Vidyana dan Amachi, (2014)
dalam laporan yang dibuat oleh Committee of Fiscal Affairs meliputi:

1. Neutrality (Kenetralan); perpajakan seharusnya menjadi netral dan adil dalam
membedakan antara bentuk transaksi e-commerce dengan bentuk transaksi
konvensional.

2. Efficiency (Efisiensi); adanya biaya seperti biaya kepatuhan untuk wajib pajak dan
biaya administrasi untuk Direktorat Jendral Pajak harus benar-benar diminimalkan.

3. Centainty adan Simplicity (Kepastian dan Kesedeharnaan); peraturan perpajakan
harus jeals dan mudah dimengerti, sehingga Wajib Pajak dapat mengantisipasi
konsekuensi-konsekuensi pajak sebelum terjadi transaksi, termasuk mengetahui
kapan, dimana, dan bagaimana pajaknya terhitung.

4. Efektiveness dan Fairness (Efektifitas dan Keadilan); perpajakan harus
menghasilkan jumlah yang tepat dari pajak itu sendiri, sehingga harus dapat
meminimalisir potensi penghindaran pajak dan penggelapan pajak dengan tetap
mengukur proporsi risiko yang dapat terjadi.

5. Felxibility (Fleksibel); sistem perpajakan seharusnya bersifat fleksibel dan dinamis
untuk memastikan mereka sejalan dengan teknologi dan perkembangan komersial.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Definisi Kepatuhan menurut Rahayu, (2017:193) kepatuhan perpajakan
merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang
berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban
perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang yang mempunyai penghasilan
netto dalam satu tahun pajak atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah keadaan dimana wajib pajak orang
pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas, memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putri, 2016).

Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam self
assessment system menurut Rahayu (2017) sebagai berikut:

a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui e-
register untuk diberikan NPWP.
b. Menghitung pajak oleh wajib pajak
Wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar
sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran tepat waktu sesuai jenis pajak.
Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta
dan kantor pos dengan menggunakan E-billing.
d. Pelaporan dilakukan wajib pajak
Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan SPT, dimana SPT tersebut berfungsi
sebagai sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
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Kesadaran Wajib Pajak

Irianto, (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran wajib pajak yang
mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran pajak merupakan
bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini,
wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak
yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan
pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayarkan
pajak karena menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban
pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan
terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan
Undang-undang dan dapat dipaksakan Wajib pajak akan membayar karena pembayaran
pajak disadari memiliki landansan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak
setiap warga negara (Ariesta dan Latifah, 2017).

Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan yang tidak
memisahkan antara sisi religius (agama) dan duniawi. Sehingga pajak dalam pandangan
Islam termasuk dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya (mu amalah).

Dalam ayat Al-Qur’an, pajak yang dibayar adalah sebagai kompensasi atas
fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka
terima dari negara. Yang bagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur’an Q.S At-
Taubah[9] Ayat 29 :

17 r G M )/f}- 15,7
AR (o Ry p->-
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“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka
yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan
mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-
orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan
patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S At-Taubah[9] : 29)”

Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar; tahu
akan sesuatu hal. Pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau
memahamkan. Berdasarakan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
pemahaman peraturan perpajakan dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan
umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda
dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Arisandy, 2017).

Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak pada Sistem Pemerintahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepercayaan adalah anggapan atau
keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar dan nyata. Menurut Donnya et al
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(1998) kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku
kooperif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama.
Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk
hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-
kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepercayaan
terhadap sistem pemerintahan yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak
untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi pada
sistem pemerintahan yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku
(Purnamasari, dkk., 2016).

Hipotesis
1. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi Pengguna E-Commerce.

Kesadaran wajib pajak dalam perpajakan merupakan faktor penting dalam
kaitannya dengan penarikan pajak. Kesadaran wajib pajak menjadi hal yang utama
dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak, karena kebetulan pemungutan pajak
ditemukan apabila kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan juga akan
meningkat (Khairunnisa, 2018)

Penelitian yang dilakukan Suyanto dan Pratama, (2018) membuktikan bahwa
kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan
wajib pajak. Wajib pajak sadar bahwa melakukan kepatuhan berarti berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pembangunan negara, dan untuk pembangunan sarana publik atau
fasilitas umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan semakin tinggi kesadaran wajib pajak
dalam membayar pajak maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam
membayarkan pajaknya. Oleh karena itu diambil suatu hipotesis, yaitu:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi pengguna e-commerce.
2. Hubungan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce.

Pemahaman wajib pajak merupakan suatu proses dari peningkatan pengetahuan
wajib pajak terhadap segala peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam melaksanakan
kewajibannya. Jika pemahaman wajib pajak rendah, maka kepatuhan wajib pajak juga
rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban
pajaknya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya perpajakannya
karena dia sendiri tidak memahami undang-undang dan tata cara perpajakan, hal ini
akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak rendah (Puspitasari, 2015).

Penelitian Primasari, (2016) menunjukkan bahwa pemahaman tentang
peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak
memahami bahwa pajak yang dipungut Pemerintah bertujuan untuk menguntungkan
pemerintah maupun dirinya sendiri, maka wajib pajak tersebut akan cenderung patuh,
yang disebabkan karena keinginan wajib pajak untuk memaksimalkan keuntungan nya
sendiri. Oleh karena itu diambil suatu hipotesis, yaitu:

H,: Pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi pengguna e-commerce.
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3. Hubungan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak pada Sistem Pemerintahan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce.

Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berarti sejauh
mana masyarakat mempercayai kinerja sistem pemerintahan yang ada dan bagaimana
hukum yang ada dinegara tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Fokus utama
tingkat kepercayaan wajib pajak adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara
negara dan warga negaranya (Primasari, 2016).

Penelitian Swandani, (2016) menunjukkan bahwa negara beserta sistem
pemerintahan dan hukum bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan wajib pajak juga
akan meningkat, begitu pula kepatuhan membayar pajak. Sehingga perlu adanya
hubungan baik antara pemerintahan dan wajib pajak. Oleh karena itu diambil satu
hipotesis, yaitu:

Hs : Tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna e-commerce.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya dan hasil penelitian
terdahulu, maka variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat
kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan. Sehingga kerangka penelitian ini
dapat digambarkan seperti pada gambar berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Kesadaran Wajib Pajak
X
(X1) H,
Pemahaman tentang Kepatuhan Wajib Pajak
Peraturan Perpajakan H, | Orang Pribadi Pengguna
(X2) E-Commerce
H; v)

Tingkat Kepercayaan
Waijib Pajak pada Sistem
Pemerintahan
(Xs)

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer. Data primer ini didapat dengan melakukan penelitian langsung pada pengusaha
Online Shopping. Metode ini dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner yang ada
disebarkan kepada 100 responden (Wajib Pajak) yang memiliki usaha online shopping



AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 3 No. 1: Januari-Juni 2021

kategori fashion wanita. Pengambilan sample dilakukan menggunakan metode
purposive sampling, artinya teknik pengambilan sampel ini diharapkan kriteria sampel
yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

Variabel dan Pengukuran
1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat
karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:39). Variabel dependen dalam penelitian
ini adalah kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce. Kepatuhan wajib pajak adalah
wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Konstruk ini diukur dengan
menggunakan 4 item Skor dalam kuesioner yang telah digunakan (Lestari, 2018).
Pernyataan terdiri dari 9 item kuesioner dari 5 indikator yaitu :
a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri kekantor pajak.

b. Kepatuhan dalam mencatat keuangan usahanya secara rutin dan benar.

c. Kepatuhan dalam menghitung pajak dengan benar.

d. Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan aturan dan tepat waktu.
e. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu.

2. Variabel Independen
Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen

(Sugiyono, 2017:39). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tingkat

Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan.

1. Kesadaran Wajib Pajak merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas,
dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas patuh membayar
pajak kepada kas negara untuk kepentingan bersama. Kosntruk ini diukur dengan
menggunakan 4 item Skor dalam kuesioner yang telah digunakan oleh Khairunnisa,
(2018). Pernyataan terdiri dari 7 item kuesioner yang terdiri dari 4 indikator, yaitu :

a. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
b. Penundaan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi.

c. Pajak ditetapkan dengan undang-undang.

d. Penyampaian SPT.

2. Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan adalah proses dimana wajib pajak
memahami tentang perpajakan dan mengamplikasikan pemahaman itu untuk
membayar pajak. Kosntruk ini diukur dengan menggunakan 4 item Skor dalam
kuesioner yang telah digunakan oleh Primasari, (2016). Pernyataan terdiri dari 7 item
kuesioner yang terdiri 4 indikator, yaitu:

a. Pendaftaran NPWP bagi setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan.
b. Pemahaman tentang kewajiban perpajakan.

c. Pemahaman tentang denda keterlambatan.

d. Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi dan training.

3. Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan dapat diartikan sebagai
suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga dalam menyelenggarakan
kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang
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berlaku. Konstruk ini diukur dengan menggunakan 4 item skor dalam kuesioner yang
telah digunakan oleh Nuzul, (2015). Penyataan terdiri dari 4 item kuesioner yang

terdiri dari 4 indikator, yaitu:

a. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.

b. Kepercayaan terhadap hukum.
c. Kepercayaan terhadap aparat pajak.
d. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.

Metode Analisis Data

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh antara variabel independen dan
variabel dependen dengan skala pengukuran atau rasio dalam suatu persamaan linier,
dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda yang diolah dengan perangkat
SPSS Versi 22 dengan asumsi tidak melihat faktor dari masing-masing variabel.

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Keteragan:
Y =
X4 =

Xz
X3

o
Bh Bz: Ba

e

Y=a+B1X1+ﬁ2X2+l33X3+e

Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce
Kesadaran Wajib Pajak
Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan
Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan

Konstanta

Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independent

Error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk dapat menyimpulkan secara
langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara

persial ataupun secara bersama-sama (Ghozali, 2016).

Tabel 4.1

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Unstandardized | Standardized Collinearity
Coefficients | Coefficients Statistics
Std.
Model B Error Beta t Sig. | Tolerance | VIF
1 (Constant) | 4.609 | 1.454 3.170 | .003
KSwWp -.042 .049 -.032 | -.854 | .398 983 | 1.017
PTPP 672 .070 596 | 9.568 | .000 349 | 2.865
TKSP 541 .080 422 | 6.766 | .000 347 | 2.879

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Hasil Output SPSS versi 22, 2019.
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Dari hasil penelitian diatas menjelaskan Persamaan Regresi Linear Berganda.
Nilai Koefisien dapat dilihat pada hasil penelitian diatas dan dimasukan pada persamaan
sebagai berikut :

Y=a+B; Xy +P2 X+ B3 Xz +e
Y =4,609 -0,042X1 + 0,672X2 + 0,541 X3

Uji Koefisien Deteminasi (R?)

Koefisien Determinasi (Goddess of fit) yang dinotasikan dengan R? merupakan
suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R?) mencerminkan kemampuan
variabel dependen (Ghozali, 2016). Semakin tinggi nilai R? maka semakin besar
proporsi dati total varian variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel
independen. Hasil pengujian koefisien determinasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?)
Model Summary®

Std. Error
Adjusted of the Durbin-
Model R R Square | R Square | Estimate Watson
1 .968? .938 934 66611 2.364

a. Predictors: (Constant), TKSP, KSWP, PTPP

b. Dependent Variable: KPWP
Sumber: Hasil Output SPSS versi 22, 2019.

Dari tabel 4.19 dapat dilihat nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,934
sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang
peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan
mempunyai pengaruh 93,4%, sedangkan sisanya sebesar 6,6 % dijelaskan oleh variabel-
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan
1.Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengguna E-Commerce
Berdasarkan hasil uji statistik persamaan regresi berganda menunjukan bahwa
koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar -0.042 dengan nilai signifikansi
0,398 dibawah nilai tingkat signifikansi 0,05 atau nilai thiung Sebesar-0,854 lebih kecil
darri twber Sebesar 2,01290. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak
berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce
pada pengusaha online shopping. Dengan demikian hipotesis yang menunjukkan bahwa
kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
pengguna e-commerce ditolak.
2. Hubungan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Pengguna E-Commerce
Berdasarkan hasil uji statistik persamaan regresi berganda menunjukan bahwa
koefisien regresi variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 0,672
dengan nilai signifikansi 0,000 dibawah nilai tingkat signifikansi 0,05 atau nilai thitung
sebesar 9.568 lebih besar dari twaner Sebesar 2,01290. Hal ini menunjukkan bahwa
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pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap
kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce pada pengusaha online shopping. Dengan
demikian hipotesis yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang peratuan perpajakan
berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce
diterima.
3. Hubungan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Pengguna E-Commerce

Berdasarkan hasil uji statistik persamaan regresi berganda menunjukan bahwa
koefisien regresi variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 0,672
dengan nilai signifikansi 0,000 dibawah nilai tingkat signifikansi 0,05 atau nilai thitung
sebesar 9.568 lebih besar dari twunel Sebesar 2,01290. Hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap
kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce pada pengusaha online shopping. Dengan
demikian hipotesis yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang peratuan perpajakan
berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce
diterima.

PENUTUP
a. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap
hipotesis dari permasalahan yang diangkat mengenai analisis kesadaran wajib pajak,
pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan wajib pajak pada
sistem pemerintahan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna e-commerce dengan
menggunakan analisis regresi berganda menggunakan program SPSS versi 22, dengan
demikian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (Hi) diketahui bahwa variabel
Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Pengguna E-Commerce.

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (Hz) diketahui bahwa variabel
Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce.

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (Hs) diketahui bahwa variabel Tingkat
Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan berpengaruh signifikan positif
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce.

b. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti akan
memberikan beberapa saran untuk dapat dikembangkan lebih baik lagi, sehingga dapat
memberikan manfaat yang lebih baik, adapun sarannya sebagai berikut :

1. Untuk pihak KPP Pratama Kota Bekasi, sebagai instansi pajak yang memungut
pajak dari wajib pajak, hendaknya terus meningkatkan kesadaran wajib pajak
melalui sosialisasi tentang peraturan perpajakan kepada masyarakat khusunya wajib
pajak pelaku usaha bisnis online di Kota Bekasi, agar mereka menyadari dan
memahami pentingnya membayar pajak.

2. Untuk para pengusaha online shopping, sebagai masyarakat harus taat dan patuh
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar tidak dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
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3. Penelitian ini masih banyak kelemahan, maka untuk peneliti selanjutnya yang
tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang sama hendaknya data penerimaan
pajak sesuai dengan objek wilayah yang akan diambil untuk sampel, sedangkan
pada penlitian ini masih terlalu luas. Dan juga memperjelas karakteristik responden
dengan menambah tingkat pendidikan sebagai informasi tambahan didalam sebuah
kuesioner agar informasi tidak menjadi bias.
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